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BUP&TI REJANG LEBONG
PROVINSI BENGKULU

PERATURAN BUPATI REJANG LEBONG
NOMOR f TAHUN 2018

TENTANG -

JHENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI,
spATA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PERSAMPAHAN
paDA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN REJANG LEBONG

limbang

ITnEat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI REJANG LEBONG,

. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (3]
Peraturan Menteri Dalam MNegeri Momor 12 Tahun 2017
tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas
dan Unit Pelaksana Teknis Daerah, serta Pasal 6 ayat (3)
Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor & Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daernh
Kabupaten Rejang Lebong, perlu menetapkan Il-'eratmem
Bupati tentang Pembentukan Unit Pelaksana Telmis Daerals
Pera.a.mpaha.n’ pada Dinas Lingkungan Hidup Eaibupalin
Rejang Lebong. -

- HMomor g Tahun 1 957 tentane

e gﬂﬁﬁtﬂmgmmst Bengkulu (Lembaran Negara

Republik (hdonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahi
Lembaran Negara Republik Indonesta Nomor 2828);

2 Uﬂdﬂ.Il.E-U nﬂﬂﬂg Momor | B! Tahun 2011 tentaiig:

I Pembentuxan Peraturan F'a:mlndnng-undanp,-m
arar; Negard Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor BIE, Tambahan Lembaran Negara Repulbdbik

g 4):
Indﬂm?}ﬂiﬁ'ﬁ: I?Ii?nclr 5 Tahun 2014 tentang Aparihn
> Um:}ang- =a (Lembaran Megara Republik [ndonesia Tahuun
géﬁtﬂrﬁﬁéur 6, Tambahan Lembaran ‘Negara Repulililk

i ir 54G4];

i lw:mizﬁﬁsﬂuﬂr 23 Ta-hufl'l 2014 ‘tl:l'l:'!.'-t:nH !
' i tghan Daerah sebagaimana telah  diubah
e kall terakhir dengan Undang-Undang Nomom O

Ermpgﬂlﬁ tentang Perubahan Kedua Atas Undang-

o 23 Tahun 2014 tentang Pemerintalin
ook 11‘11'@#% MNegara Republik Indonesia 'Tﬂ]l'll:ll'l
El;mamur 58, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5679

i
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EL" E:?:En Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 Tentady
m¥a Undang-Undang Republik Indoncsia Nome

E""ﬁ:ﬂ:f}ﬂe 191‘.?'{ dan Pelaksanaan FPemerintahan 1
: 4 : i donéHin
Tahun 19,:_,13 ulu {Lembaran MNegara Republik Indones

3 Momor 34, Tambahan Lembaran Negari
Republik Inilone :

sia Nomor 2854,
& Pﬂr&tuﬁ-n Parme r fELyE
) ntah Momor 18 Tahun 2016 tenlaiis
Perangkart [) s

: aernh (Lembaran Negara Republik Indonesis
,.T“h“n_ﬂ_mﬁ ‘Mosmor 114, Tambahan Lembaran Negar:
‘Republik Indonesin Nomor S887);

7. ‘Peraturan Menteri Dalam Negeri Momor 80 Tahun 2015

tentang Pemnbentukan Produlk Hulkum Daerah (Beriti

Negara Repulii « Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

Peraturan Meytcri Dalam Negeri Nomer 12 Tahun 2017

tentang Pedomar. Fembentukan dan Klasifikasi Cabanj

Dinas dan Unit. Felaksana Teknis Daerah (Berita Neghn

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor U
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunai
Perangkat Daerah l{abupaten Rejang Lebong (Lembaran
Daerah Kabupaten | Reiang Lebong Tahun 2016 Nomor
118),

emperhatikan : 1., Peraturan Bupali Rejang Lebong Nomor 52 Tahun 2016
tentang Kedudulean, Susunan Organisasi, Tugas _dan
Fungsi, serta Tatn HKerja Dinas Lingkungan Hdup
Kabupaten Rejang Lebong (Berita Daerah Kabupaten
Rejang Lebong Talhwun 2016 Nomer 398);

. 2. Surat Gubernur Pengkulu Nomor : 061/1093/B.5/2017
! tanggal 28 Descmber 2017 Perihal : Rekomendast
Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah [(UPTD) o
Lingkungan Pemerintah Daerah Habupaten Rejang
Lebong.

MEMUTUSKAN :

Ene . BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN,

o m?m, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI,
SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSAN/S. TEKNIS DAERAI
PERSAMPAHAN . PADA  DINAS  LINGKUNGAN  HIibur
KABUPATEN REJANG | EBONG

[
BN
i KETENTUAN UMUM

Pasal’l

. I

0 Peraturan Bupati ini yang dimaksu¢ dengan :

. erah adalah Kabupaten Rejang Leboiz. ;

~ "Mmerintahgn Daergh adalah penyelerggaraan urusan pemerintahan alel
PeMerintah, daerah dan Dewan Perwhkilan Rakyat Daerah menurut asi
“onomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnyi
lam sistem dan prinsip Nﬂgﬂ'm Kesituan Republik Indonesia sebagaiman:
Emﬂkaud dalam Undmﬂ_l_;ndfmg Egzar MNegara Republik Indonesia Tabiu

453, '

|
i
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:ﬂﬁiﬂuh BEEEI;:?;h ndﬂ,lﬂ.jl E-up.ﬂl‘_'l Eﬁbﬂ-ﬂﬂi UnsuT Pﬂnj"dﬂﬂﬂgﬂ il
erintaRed e yang memimpin pelakksanaan urusan pemerintahit!
g men adi kewenangan daerah otonom,
" dalah Bupati Rejang Lebeng,
patc erah adal :
rmﬂgkﬂ[ Da a ah unaulr FETHhﬂﬂtu B'i.l'pﬂti. dalam pcnj'eleﬂﬂgﬁ"af"”
Pdﬂﬂintanm daerah yang terdisi dasi sekretariat daerah, salretariat DPRE
inas d“'.’mh' lernbaga teknis daerah, kecamatan, dan kelurahan.
Qinis Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Dmnas adalah Dina
Ung].;uﬁgaﬁ H:Iﬂl.llp Eabupar,:n I.ii:ja_nE Lebong. .
yepala Dinas Lingkungan Hidup yang selanjutnya diebut Kepala Dinas
| dalah Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rejang Lebong.
 cpuretaris Dinas Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Sekretal
pinad adalah Selcretaris Dinas Lingitingan Hidup Kabupaten Rejang Lebonl
Unit Pelaksana T'Ekf““ Daerash Persampahan yang selanjutnya disingk:!
yeTD adalah organisasi yang melaksanakan kegatan teknis operasion:!
. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rejang Lebong.
#}E:pa.m Unit Pelaksana Teknis Daerah Persampahan yang selanjutnyit
jisingkat Kepala UPTD adalah Kepala Unit Pelalcsana Teknis Daeral
persaympaha pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rejang Lebong
. 4epala Sub Bagian Tata Usaha adalah Kepala gub Bagian Tata Usaha paila
Unit Pelaksana Teknis Daerah Persampahan.
n Tyugas teknis operasional adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan telos
* jprtentu yang secara langsung herhubungan dengan pelayanan masyaralat
3 anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnye disingkat AFRD
adalah Tencona keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas can
disetujui  bersama Pemerintah Daecrah dan DPRD, dan ditetaphkan
berdasarkan Peraturan Daerah' tentang AFBL,
|4 Pegawal Megeri Sipil yang gelanjutnya disingkat PMS adalah warga negais
Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, giangkat sebagal pegawai ASN
secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan
pemerintahan,
5. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yaig berisi fungsi dan tugas
herkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan
weterampilan tertenti. !
16 Jabatan struldural adalah suatu kedudukan Yang menunjukkan tugas,
E- tanggung jawab, wewenang, dan hak seseorang Pepawai Wegerl Sipil dalam
ranghka memimpin suatu satuan organisasi negara.

=

! : ' BABII
PEMBENTUKAN

Pasal 2

i:lln’:ngan Peraturan Bupati ini dibentuk UFTD Fersampahan pada Dinas
Lingkungan Hidup Kabupaten Rejang Lebong, dengan klasifikasi UPTD Kelas A.

&

BAB I
WiLAYAH KERJA

Pasal 3
Wilayah kerja UPTD sebagaimana dimalesud dalam Pasal 2 adalsh dalam wilayah
{ebupaten Rejang Lebong yang membawai:

i- Tempat Pemrosesan Alhir Sampah Kecamatan Barmani Ulu Raya; dan
. Tempat Pemrosesan Akhir Sampah Kecamatan Padang Wak Tanding.

L
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BAB 1V
KEDUDUKAN

. Pasal 4
pro merupalkan, unsur kegiatan teknis operasional Dinas sesual dengitt!
pidnns uruﬂﬂ.ﬁl'p l'.l'l'.l.l'-ﬁ.hﬂn Yang ﬂ{;ﬂ]cngggm]mn_ ) -
:UFTI:' sebagaimina  dimaksyd pada ayat {1} beruda i bawah O
pertanggune jawab kepada Kepaln Dinas. _ w
0 sebagaimane dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dan
perangkat Daerah,

BAH V
SUSUNAN ORGANISAS!

Pasal 5

gysunan Organisasi UPTD terdiri dari :

a. REPHJE. UPT'D'l .

4. Sub Bagian Tata Usaha; dan

¢, Kelompol Juvatan Fungsionul.

strubitur Organisasi UPTD sebugaimana dimaksud pada ayat (1], tercantum
dalam Lampiran yang merupalkan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Bupatl ini.

BAE V1
TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Kepala UPTD
Pasal 6

| Kepala UPTD mempunyai tugas melaksanakan scbagian tugas Dinas i

ridang pengelolaan persampahan. _

A Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepals

UPTD mempunyai fungsi : j

a. pelaksanaan  ‘pemilahan, = pengumpulan, dan penganglutan
sampah fresidu dar sumber’sampah ke TPS dan/atau TPS3R;

b pelaksanaan  ‘pemilahan,”  pengumpulan, dan pengangkutan
sampah fresidu dari sumber sampah, TFS dan TPS3R ke TPA dan/atau
TPST; L

t. pelaksanaan pengolahan sampah (pemadatan, pengomposan, daur ulang
mater] dan mengubah sampah menjadi sumber energi);

d. pelaksanaan pemrosesan akhir sampah [penimbunan/pemadatan,
penutupan tanah, pengolahan lindi, penanganan pgas);

t. pelaksanai. -perencanaan, pemantauan dan evaluasi daya dukung
infrastruktur (fasilitas dasar, fasilitas perlindungan lingkungan, fasilitas
operasional dan fasilitas penunja.n'gj TP3, TP33RE, TPA dan/atau TF3T,

. pelaksanaan perencanaan, pemantauan dan evaluasi daya dukung
sarana pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan an
Pemrogsesan akchir;

B pelaksanaan pemeliharaan infrastruktur  dan  sarana  pemilaban,
pengumpulan, pengangkutan, pengolaban dan  pemirosesan  aklur
TPST/TPA;

. penvampalan saran dan informasi kepada Kepala Dinas untul penetapan
kebijukan lebih lanjut;
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;e,.

Fm],raIﬂFﬂi’?‘." laporan pelaksanaan kegiatan dan keuangan kepada Kepala
aas dan _ \
amﬂﬁﬂmmm fungsl lainnya yang diberitan oleh Kepala Dinas sesusl
} engan bidary tugasnya,.

JPTD dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagumana diﬂ:[&kﬂlc';*;
| i':‘tpaji?ﬂt (1) dan ayat (2), berada di bawah dan bertanggung jawab kepa
ﬂ‘;j;ﬂ Sinas melalui Selretaris Dinas.
Ke

f

Bagian Kedua
Sub Bagian Tata Usaha
Pasal 7

i dminigtras
: ayb Bagian Tata Usaha mempunyal tugas meanﬁaE{aunEku i
| ;:ﬂumlmﬂm kepegawajan, keuangan dan perlenghkapan
Sl
UFTnEle melaksanakan tugas scbagaimana dimaksud pada ayat (1), Kep
= ‘é:b Bagian Tata Usaha mempunyad fungsi: e
" qelaksanaan PEnYUSUNAT Tencans dan program kera LfF‘TD'
% mberian pelayanan teknis ketatausahaan di hng}n.rngﬂnl ;; o
2 FELal'-r.ﬁanaan administrasi. keuangan, Kepegawaian, perlenghkapa
- srumahtanggaan UPTD; S
d’ Piﬁfﬁ:ﬂ L';ﬂarll:an lapmgfna pertanggungawaban pelaksanaan KCEA
) ; i AEHTY
i an dan pengoordinasian program kerig yang *?'E!'kril::: ?JT;E"‘.
- EFEg::u:dmlmatmai dan lketatausahaan Yang meliput u
l i Ty, ) . .
keuangan, kepegawaian dan PRECERT o, mengelola kearsipar (i
f. penyusunan |
damr?mmr;an pelayana:n teknis administrasi dan ketatausahaan
g p&ny&enggﬂ =
lingkungan UPTLY :
. Fmgﬁulagﬂgﬁﬂfmﬂ.uruﬂﬁ;‘;f;mﬁilng rencana ang;g_a_r]an 'I.IF'T‘[;FI "
. ! o i rlengka ;
1. F’E&:rajﬂztm E_d.mlir'lfﬂ-u'ﬂﬁi teliATEALL, feepegawAlan dan perie gkap
bope

' i intoii
linglungan UPTD: rangjawaban pelaksanaan anggaran kegia

k., pembuatan laporan pertanig\ ;
E ;o
UPTD; ) . . parang - barang inventans o

: yentarisast

. pembuatan laporan in

lingkungan UPTD,

; Kepala UFTD di bidany,
rtimbangan kepada : :
m. penyampaian ;:urzﬂ dﬂpﬂ?ﬂ:ng}mpm Eeﬁgtgrmlmhﬂﬂ.ﬂ lainnye;
kepegawalan, TgAn, a Kepala U s dan .
n. pelaporan hn.ﬂil} kﬂﬁlﬂﬁiﬂm@mmﬁkan aleh Kepala UPTD sesui
o. pelaksanaan MOg

£ dan fungse
d.ﬂ'l.ﬂg.'n biﬂﬂ.ﬂﬂ tugwa d.E]ﬂ-m m:lakﬁﬂﬂﬂ}mn T.LI.EEH-_
%) Kepala Sub Baglan ﬁﬁ?ﬁm (1) dan ayat (2}, berada di bawah dan
sthagaimana dimaksu -

' PTD.
bertanggung jaweb kepada Kepala U

. fHlagian Ketiga ”
e Jabatan Fungsion
KelomPO™ " pagal 8
; i alam jenjang
o  dari sejumlah tenaga d
Ul Kelompok Jabatan, Fuﬂﬁﬂ“:::!" tnrg.‘é?a_m berbagal kelompok gesual dengan
Jabatan Funigsional yang oag]

: . : d a ayat (1

bidang keahliannya. ; hagaimana :I.::_'na.'l-csu pada 2 gl

12 Ht‘-ﬂ-mgpnk Jabatan mgamﬂ“’ Sfunﬁﬂmnﬂ gepior yang ditumu an
dipimpinn  oleh EROTANE

Dot g juwab lsspada Kepala UFTD:

5

L L] [}
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& Jumlah Jabatan Fungsionil. sebagaimana timaksud pada ayat (i].

ditentukan berdasarkan keburuhan dan beban kerja.

4 Jenis _Jﬂhﬂ-t“-" Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1], ditetapkin
~esual dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.

BAE VII
EEPECGAWAIAN

Pasal 9

wpala UPTD, Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan jabatan fungsional, dianghkiit
lan diberhentikan oleh Bupati sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 10
I} Kepala UPTD merupakan jabatan eselon IV.a atau jabatan pengawas.
% Kepala Sub Baglan Tata Usaha merupakan jabatan eselon IV.b atau jabatan

PLTEAWAS.

BAB VIII
TATA KERJA

Pasal 11

alam melaksanakan tugasnyd meneraplan Erinaip koordinasi, .

i fﬁm?ﬁ :{nlu'mﬂaasi, baik di ingkungan ngasing—masm E UPTD ms;upuq
dengan perangkat daerah lain yang ada keterkaitan dengan tugas dan fungsi

2 H:gﬁa UPTD melaksanakan sistemn pengendalian internal di lingkungan
masing-masing UPTD. .

3] Kepala UPTD hartanggunglawa
dan memberikan pengarahan

| bawahan,

#| Kepala UPTD dalam melaksanaxan ugs
pengawasan di lingkungan masing-ma
langkah, yang diperlukan untuk penye

| DPrraturan pemnd&ng—unda.ngan.

b memimpin dan mengkoordinasikan bawahan
serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas

Hﬂ_l;'l.. tugasnya melakukan pemb_ina.a.n st
g UPTD serta mengambil langkah -
lesaian masalah sesuai dengan

« Pasal 12

I} Kepala UPTD wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan funggin

- —walktu kepada Kepala Dinas.
secara periodik maupun sewakiu tu Epa ; "
24 P diterima dari bawahan
*| Kepala UPTD wajib mengolah laporan yang ¢t s it

menggunakan bagai bahan evaluasi dan lapo 1 5
Saran p:rﬁmh:yn:gf};:pada Kepala Dinas guna perumusan kebijakan leluh
lanjut.

£y

BAB IX
FEMBIAYAAN

Fasal 13

: LEIR
mbiayaan unkule miunduku ng keg‘i.al.;l.‘l'r UPTD dihﬂhﬂ-n l{ﬂn p.bl..dﬂ AR

al
bupaten H:ju-,! Lﬁ'h-nng an sumber laln yang sah dan ricdak mengikat seaL

peen ) Peraturan perundang-undangan

& I
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BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14

4a saat Peraturan Bupatl ini mulai berlaku, Kepala UPTD, Kepala Sub T L
'.J.:qu usaha, Kelompok Jabatin Fungsional dan pelaksana pada UPTD vk

'W-r:‘l tetap menduduki jabatannya serta melaksanalan tugas dan Fumgyanivn
| i

-.aﬂ'JF'ai dengan ditetapkannye pejabat yang definitif berdasarian Porod i
| ;E;-h-_pﬂﬁ ini. .

BAB X]
PENUTUF

Pazal 15

i i ran Bupati Eemng
o cgat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan : T
L.gii:nﬂ. Nomor 58 Tahun 2008 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Tl.lﬂ'-II.H-
repsampahan Pada Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertam:inan

wabupaten Rejang Lebong, dicabut dan dinyatalkan tidak berlaku.
Pasal 16

i i ir i g TR EE Y
volhel vang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang @
;:l?:n:s pélainaganmn}ra, akan dintur dan ditetapkan lebih lanjut pleh Bupati

Pasal 17
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundanghkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Bupati ini dengan penempatannya dalam ' Berita Dasrah Kabupaten Fejang
Lebmng,

Ditetaplkan di Curup
Pada tanggal A6 Sanudrs 2018

Diundangkan di Cumap
Pada tanggal 2§ Janur EDrIE

"',.""".-”l

. i T.ﬁ.HU
BERITA DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG
' 7

N 2018 NOMOR
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